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WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 95 TAHUN 2011
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIRAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Dacrah, perlu menetapkan pengaturan pengelolaan belanja hibah dan
bantuan sosial ;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perly

menetapkan Peraluran Walikota Palembang tentang Tata Cara Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial,

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat

Il dan Kotapraja di Sumalera Selalan (Lembaran Negara R1 Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan l.embaran Negara RI Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

(Lembaran Nepara Rl Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Negara RI
Nomaor 3298)

. Undang —Undang Nomor |7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4286);

. Undang -Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negura

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara R1 Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4437) sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4844 )

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintshan Daerah (Lemburan Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan [.embaran Negara Rl Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (Lembaran Nepara RI Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara RI1 Nomor 4456);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana

(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan [embaran Negara
RI Nomor 4723);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tenlang Kesejahteraan Sosial

(Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4967);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Nepara RI Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
{Lembaran Negara BRI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Nepara
Rl Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerinah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Wegara Nomor 45378);

13. Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan  Antara  Pemeriniah. Pemerintahan Dacrah  Provinsi dan
Pemerintahan Daersh Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan T.embaran Negara Rl Nomor 4737);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010 tentang Standar Akutansi
Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
L.embaran Negara RI Nomor 5165);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuvangan Daerah, sebagaimana telab diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubuhun Atas
Peraturan Menteri Dalum Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Kevanpan Daerah ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Angpaman
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentung  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 5),
sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun
2007 (Lembaran Diaerah Kola Palembang Tahun 2007 Nomor 2);

|8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008
Nomor 6):

19. Peraturan  Daerah  Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sckretariat Daerah Kota
Palembang, Sckretarint Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang
dan Staf Ahli Walikota (I.embaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008
Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Persturan ini vang dimaksud dengan ;

[Yaerah adalah Kota Palembang.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang. .

Satuan Kerja Perangkat Dacrah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala Satan Kera / Unit Kerja yang mempunyal  tugas

melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum

Daerah, dalam hal ini Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pcjabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya. y

8. Tim Anggaran Pemcrintah Daerah Kota Palembang yang selanjuinya
disingkat TAPD, adalah tim yang dibenuk dengan keputusan Walikota dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Walikota.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang vang selanjutnya
discbut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas don disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Dacrah
Kota Palembang dengan persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Palembang,

. Unit Kerja adalah Bagian di lingkungan Sckretariat Dacrah Kota Palembang

vang dibagi berdasarkan bidang tugasnya,

. Bendahara Belanja Bantuan dan [libah yang selanjutnya disebut Bendahara

adalah bendahara pengeluaran yang mengelola dana belanja hibah dan
Bantuan sosial.

. Naskah Perjanjian Hibah Dacrah vang selanjuinya disingkat NPHD adalah

naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah
daerah dengan penerima hibah.

. Rencang Kerja dan Angparan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan

selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dun anggaran badan /
dinats { Bagian Kevanpan selaku Bendahara Unum.,

. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkal RKA-SKPD

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi. program,
kegiatan dan anggaran SKPD.

. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Kenangan Daerah yang

selanjuinya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen badan/ dinas/ bagian
keuangan selaku Bendahara Umuom,

. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-

SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapalan dan belanja sctiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna angparan,

. Pembayaran lanpsung adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan

Pemerininh Kota Palembang kepada pihak yang berhak/penerima dana
berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh PA alas nama pihak yang berhak
sesuai bukti pengeluaran yang sah.

. Surat Perinah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS

adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk penerhitan Surat Perintah
PPencairan Dana (SP2D) kepada penerima dana bantuan/hibah.

. Hibah adalah pemberian dari Pemerintzh Daerah dalam bentuk nang, barang

dan/jasa kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan
dacrah, masyarakal, dan organisasi kemasyarakalan yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukkannya.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
Pemerintah  Daerah  kepada individu, keluarga, kelompok danfatau
masyarakat yang sifatnya secara tidak terus menerus dan selektil yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

_Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan

potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, kelunrg;!..
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ckonomi,
krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan
belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapatl hidup dalam
kondisi wajar.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota
masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarcla atas dasar
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayoan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka
mencapai wjuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemeriniahan yang
bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini melipuli penganggaran, pelal_»;sm?aan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan
evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.



Pasal 3

(1) Hibah sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapal berupa uang, barang
dan/atau jasa.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau
barang.

BABTIT
IIBAH

Bagiun Kesatu
Pasal 4

(1) ggcmeﬁnmhan daerah dapat memberikan hibuh sesuai kemampuan kevangan
rah.

(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
belanja urusan wajib terpenuhi.

(3) Pcmbcrian_ Hibah sebagaimana dimaksud pada aya (1) dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakal.

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria :
a. Peruntukkannya sccara spesifik telah ditetapkan;
b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundung-undangan;
¢. Memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

4. Pemerintah dengan tujuan unuk menunjang peningkatan penyelengearaan
fungsi pemerintahan di daerah,

b. Pemerintah daerah lainnya dengan tujuan untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum,

¢. Perusahaan doaerah denpan tujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan
kepada masyarakat.

d. Masyarakat; danfatan

e. Organisasi Kemasyarakatan dengan mjuan untuk meningkatkan partisipasi
penyelenggaraun pembangunan daerah atan secara fungsional terkait dengan
dukungan penyelenggaraan Pemeriniah Kota.

Pasal 6

(1) libah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
diberikan kepada satuan kerja dari Kementrian/Lembaga Pemeriniah Non
Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada Pemerintah Kota lainnya scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Daerah Otonomi baru hasil pemekaran
Daerah sebagaimana dinmanatkan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibal kepada Perusuhaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c. diberikan kepada Badan Usaha Milik Dacrah dalam rangka
penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dan Pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(4) Hibah kepada masyarakal schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
diberikan kepada kelompok orang yane memiliki kegiatan tertentu dalam
bidang perckonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kescnian, adat
istindat, dan keolahragaan non profesional.
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(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf ¢, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4),
diberikan dengan persyaratan :
a. memiliki kepengurusan yang jelas;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi dalam Daerah;
¢. permintaan dana yang diusulkan sckurang-kurangnya memuat maksud,
tujuan serta rincian penggunaan dana,

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayai (5), diberikan dengan persyaratan :
@ telah terdaflar pada Pemerintah Kota sekurang-kurangnya 3 tahun,
keeuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
berkedudukan dalam wilavah administrasi dalam Daerah;
memiliki sekretariat tetap:
permintsan dana yang divsulkan sekurang-kurangnya memuat maksud,
tujuan seria rincian penggunaan dana,

po g

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal B

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara terulis
kepada Walikota melalui Sckretaris Daerah.

(2) Sekretaris Dacrah meneruskan usulan tersebut ke SKPID yang ditunjuk oleh
Waliketa untuk melakukan evaluasi usulan,

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan cvaluasi
usulan hibah sesuai dengan bidang dan kewenangannya.

(4) Kepala SKPD sebaguimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil
evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.,

(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rckomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

(6) Format hasil evaluasi dan rekomendasi SKPD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.
Pasal Y

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimnksuq
datam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), menjadi dasar pencantuman alokasi
anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran scbagaimana dimaksud pada ayal (1),
meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 10
(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avat (2). menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.



Pasal 11

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung,
Jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung yang diformulssikan kedalam program dan  kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang
dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek
belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan
pada SKPD.

(3) Rincian obyek belanja scbugaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dicantumkan nama pencrima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 12
(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atan jasa berdasarkan atas
DPA-SKPD,

Pasal 13

(1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditanda tangani
bersama olch Walikota dan Penerima Hibah.

(2) NPHD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai :
Pemberi dan penerima hibah:

Tujuan pemberian hibah;

Besaran hibah yang akan diberikan;

Rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

Hak dan kewajiban;

Tata cara penyaluran/penyeraban hibah: dan

Tata cara pelaporan hibah.

B EmpEe e

(3) Walikota dapat menunjuk pcjsbat yang diberi wewenang untuk
menandatangani NPHD,

Pasal 14

(1) Walikota menetapkan dafiar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis
barang alau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota
berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan walikota tentang
penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar
penvaluran/penyerahan hibah.

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah dagrah kepada penerima hibah
dilakukan scielah :

a. adanya pengsjuan kembali secara tertulis usulan rencana pemggunann
dana hibah dari calon penerima hibah yang telah disesuaikan dengan
Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b. dilakukannya penandatanganan NPPHD.

(4) Pencairan hibah dalam beniuk uvang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS).

(5) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlaku,



Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

(1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait,

(2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan
hibah kepada Walikota melalui SKPD terkait.

Pasal 16

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD
dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah
pada jenis belanja barung dan jasa dalam program dan kegintan SKPD
terkait,

Pasal 17

(1) Pertanggungjawaban bendahara atas penyaluran dana hibah meliputi :

Usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;

Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;

NPHI),

Pakia integritas dari penerima hibah yang menyutakan bahwa Hibah yang
diterima akan digunakan scsuai dengan NPHD; dan

¢, Bukti rransfer vang otas pemberian hibah berupa vang.

(2) Pertanggungjawaban SKPD terkait atas pemberian hibah berupa barang/jasa
meliputi :

8. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;

b. Keputusan walikola tentang penetapan penerima hibah barang;

c. Bukn-bukti proses pengadaan barang/jasa;

d. Fakia inlegritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
hibah barang yang diterima akan digunakan sesuai dengan semestinya;
dan

e. Bukti scrah terima atas pemberian hibah berupa barang

6o

Pasal 18

(1) Pencrima Hibah bertangpungjawab  secara formal dan  material aws
penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi
a. Laporun Penggunaan [Hibah;
b. Surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
¢. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan buku
serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barung/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pads ayat (2) huruf a dan
huruf b, disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 Januari
wahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain  sesuai  keteniuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf ¢, disimpan
dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 19

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah dacrah
dalam 1ahun anggaran berkenaan.
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(2) Hibah berupa barang vang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai

dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam
nerdca.

(3) Pada laporan realisasi anpgaran sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan, realisasi hibah berupa barng dan‘atau jasa dikonversikan
sebagai realisasi belanja hibah dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan
Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemenniah Kota

BABIV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

(1) Pemerintah. Kola dapat memberikan  bantan  sosial  kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantun sosial scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah  memprioritaskan  pemenuhan  belanja  urusan  wajib  dengan

memperhatikan asas keadilan, kepawan, rasionalitas dan manfaal untuk
masvarakat.

Pasal 21

Anggotakelompok masyarakat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1),

meliputi

a. Individy, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadsan yang tidak
stahil akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, béncana, atau fenomena alam
agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

b. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan,
perckonomian dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,
kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 22

(1) Pemberian Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1),
memenuhi kriteria :
a. selektif]
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu
dapat berkelanjutan:
d. sesuai ljuan penggunaan.

(2) Kriteria selektifl’ schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c!Ia.t:ﬁkan
bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan
untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

(3) Kriteria persvaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi :
a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Kota Palembang.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, diartikan bahwa pemberian hantuan sosial tidak wajib
dan tidak harus terus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul ¢, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun
angoaran sampai penerima bantuan lepas dari resiko sosial.
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(6) Kriteria scsuai tujuan penggunaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
0. rehabilitasi sosial;

perlindungan sosial;

pemberdayaan sosial;

Jjaminan sosial;

penanggulangan kemiskinan; dan

penanggulangan bencana.

R epo

Pasal 23

(1) Rehabilitasi sosial schagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a,
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang

yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar,

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b,
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncanpan dan
kerentanan  sosial  seseorang, keluarga, kelompok masyarakal agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayvat (6) huruf ¢,
ditujukan untuk menjadikan seseorang atav kelompok masyarakat yang

mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya,

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf c,
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(3) Penganggulangan kemiskinan scbapaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (6) hurul e, merupakan kebijukun, program, dan kegiatan yang
dilakukan terhadap orang. keluarga, kelompok masyarakat yang tidak
mempunyai atay mempunyai sumber mala pencaharian dan tidak dapat
memenuhi kebutihan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencann sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6)
huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 24

(1) Bantuan sosial dapat berupa vang alau barang yang diterima langsung oleh
penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah
uang vang diberikan secara langsung kepada penerima.

(3) Bantuan sosial berupa barang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
barang yang diberikan sccara langsung kepada penerima.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 25

(1) Anggoiwkelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada
Walikota melalui Sekretaris Dacrah,

(2) Sekretaris Daerah meneruskan usulan tersebut ke SKPD yang ditunjuk oleh
Walikota untuk melakukan evaluasi usulan.

(3) SKPD sebugaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan evaluasi
usulan bantuan sosisl sesuai dengan bidang dan kewenangannya.
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(4) Kepala SKPD schagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil
evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.

(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayal (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah,

{(6) Format hasil evaluasi dan rekomendasi SKPD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

Pasal 26

(1) Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman
alokasi angparan bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ava (2),
meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atuu barung,

Pasal 27
(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalarm RKA-PPKD.
(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayal (2), menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai
peraturan dan perundang-undangan,

Pasal 28

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2),
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak
langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyck, dan rincian obyek belanja
berkenaan pada PPKD.

(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (2). dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan
kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang
dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja
bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat
berkenaan pada SKPD.

(3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahuaan

Pasal 29

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan aias
DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran banluan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-
SKPD.

Pasal 30

(1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
keputusan walikota berdasarkan peraturun daerah tentang APBD dan
peraturan walikota tentang penjaburan APBD.
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(2) Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima
bantuan sosial yang tercantum dalam kepumsan walikota sebagaimuna
dimaksud pada ayat (1),

(3) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial scbagaimana
dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang
bantuan sosial.

Pasal 31

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka baniuan sosial schagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayal (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 32

(1) Penerima bantuan sosinl berupa uang menyampaikan laporan penggunaan
bantuan sosial kepada walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada
SKPD terkait.

(2) Penerima bantuan sosial berupa harang menyampaikan laporan penggunaan
bantuan sosial kepada Walikota melalui SKPD terkait.

Iasal 33

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat schapai realisasi jenis belunja bantuan
sosial pada PPKD dalam tahun angearan berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan
sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada
SKPD terkait.

Pasal 34

(1) Pertanggungjawaban Bendahara atas penyaluran bantuan sosial berupa uang

meliputi:

a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;

b. Keputusan walikota tentang penetapan daftar pencrima bantuan sosial;

¢c. Fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa
uang.

(2) Peranggungjawaban SKPD terkait atas penyaluran bantuan sosial berupa
barang meliputi :

a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;

b. Keputusan walikota tentang penetapan penerima bantuan sosial berupa
harang;

¢. Bukti proses pengadaan barang;

d. Fakia intcgritas dari pencrima bantuan sosial yang menyvatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan semestinya;
dan

e. Bukti serah terima atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 35

(1) Pencrima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
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(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :

a. Laporan penggunaan hantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial
yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

¢. Bukti-bukti pengeluaran vang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi pencrima bantuan sosial berupa uang alau
salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa
barang.

(3) Pertangeunpgjawaban sehagaimana dimaksud pada ayal (2) humaf a dan
huruf b, disampaikan kepada walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari
tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai  peraturan
perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, disimpan
dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 36

(1) Realisasi bantuan sesial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah
Kota dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang helum diserahkan kepada pencrima
banun sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan
sebagai persediaan dalam neraca.

(3) Pada laporan realisasi anggaran scsuai dengan Standar  Akuntansi
Pemerintahan, realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversiken sebagai
realisasi belanja hibah dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan
Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 37

(1) SKPD terkail melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan
bantuan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Membandingkan antara laporan penggunan dana hibah dan/atau bantuan
sosial dengan usulan yang telah disetujui / rincian rencana penggunaan
yang ada pada NPHD.

b. Melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap laporan yang disampaikan
oleh penerima bantuan dan hibah;

¢. Membuat berita acara hasil monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah
dan bantuan.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢,
disampaikan kepada walikota dengan tembusan kepada Inspeklorat.

Pasal 38

Datam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 37
ayat (2), terdapat penggunaan hibah / bantuan sosial yang tidak sesuai dengan
usulan yang telah disetujui / NPHD, penerima hibah atau bantuan sosial yang
bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI

PENUTUP

Pasal 39
Dengan ditetapksnnya Persturan ini, maka Peratoren Walikota Palembang
Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petumjuk Teknis Pengelolsan dan
Pertanggungjawaban Belanja Hibah (Berita Dacrah Kota Palembang Tabum 2011
Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlakun

Pasal 40

Poratursn ini mulai berisku pada tanggal diundangkan.
dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Palembang,




